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Optimalisasi Pemanfaatan Hak Menguasai Negara Atas
Tanah Melalui Model Bangun Guna Serah (Build Operate
And Transfer/BOT) Dalam Mewujudkan Welfare State

Anita Kamilah
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Email. Anita.kamilah(@ yahoo.co.id

ABSTRAK

Hak Menguasai Negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 19435, kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, merupakan implementasi Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (walfare
state) untuk mewujudkan sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Namun demikian, cukup banyak Hak
Menguasai Negara atas tanah yang belum optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional
karena keterbatasan dana APBN/APBD schingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan hak menguasai negara atas tanah
dengan mengandeng pihak investor sebagai pemilik modal untuk berperan serta dalam pembangunan
nasional melalui model Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT). Identifikasi : (1) Manfaat
optimalisasi Hak Menguasai Negara atas tanah melalu model BOT dalam mendukung pembangunan
nasional; dan (2) Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan Hak Menguasai Negara atas tanah melalui
model BOT dan penyelesaiannya, Metode pendekatan yuridis normauf, spesifikasi penelitian deskriptif
analisis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian: Pertama, BOT merupakan salah satu
model pemanfaatan Hak Menguasar Negara atas tanah ditengah keterbatasan APBN/APBD yang
memberikan keuntungan baik bagi pemerintah, investor, serta masyarakat. Kedua, Kendalanya, masih adanya
tanah-tanah sebagai aset Hak Menguasai Negara yang belum tersertifikasi.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, BOT, Kesejahteraan,



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat selama 75 tahun dengan total luas 5.193.250 km*
yang mencakup daratan dan lautan. dengan jumlah penduduk tahun 2015 scbesar 238.518.000 jiwa, yang
diproycksikan pada 2020 akan meningkat scbanyak 271.066.000 pwa (Gischa, Serafica. 2020).

Dukungan sumber daya alam maupun SDM terscbut, mencmpatkan fungs: ncgara scbagai negara
kescjahtaraan (walfare state) scbagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk

kescjahteraan masyarakat, yang gagasannya diterjemahkan melalu Pasal 33 khususnya ayat (3)

UUD 1945, melalui penguasaan bumi, air, ruang angkasa dan kckayaan alam yang terkandung di dalamnya
digunakan scbesar-besamya untuk kemakmuran rakyat melalui berbagai pembangunan nasional (Djauhan,
2009).
mcmbutuhkan modal yang cukup besar. Namun, amanat Pembukaan UUD 1945 Alinca ke cmpat dalam
mewujudkan ncgara kescjahteraan belum scpenuhnya dapat diwgjudkan, (Riwanto. Agus. 2018) scbab
dalam mengotimalkan Hak Menguasai Negam terscbut. pemenntah memiliki keterbatasan pendanaan baik
yang bersumber dari APBN maupun APBD. Menyikapi persoalan terscbut, penclitian im memiliki tujuan
penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan Hak Menguasai Negara khususnya atas tanah melalui model
Build Operate And Transfer/BOT dengan memfokuskan pada permasalahan scbagas benkut - (1) Manfaat
optimalisasi Hak Mcnguasa: Negara atas tanah mclalm model BOT dalam mendukung pembangunan
nasional: dan (2) Kendala yang dihadap: dalam mengoptimalkan Hak Menguasa: Negara atas tanah melalui
model BOT dan penyclesatannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

UUD 1945 mencgaskan bahwa “Negara Indoncsia berdasarkan atas hukum (Rechisstaar). tidak
berdasar atas kckuasaan belaka (Machssstaat) ©, (Adhayanto. Okscp, 2014), dan schbagaimana diamanatkan
Pembukaan UUD 1945 alinca ke 4, Ncgmlndoucsudxhsrkmpuhausneganksqahann(uﬂfare
state) dimana pemerintahan bertanggung jawab menjamin standar kescjahtersan hidup mimmum sctiap
warga ncgamanya, (Sukmana, Oman, 2016), scrta menjamin pelayanan kescjahtersan sosial (Picrson,
Chnistopher, 2007).

Penyusunan Pasal 33 yang berada dalam Bab XIV dengan judul “Perckonomian Nasional dan
Kescjahteraan Sosial™, merupakan pesan konstitusional dalam upaya mewujudkan kescjahteraan. Oleh karcna
itu. pada tanggal 24 Scptember 1960 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar-dasar Pokok Agrana yang memberikan pemahaman bahwa istilah “menguasai™ sama sckali
berbeda dengan istilah “dimiliki™ scbagaimana dipahami dalam konscp Domeinverklaring menurut Agrarisch
Besluit Stb. 1870 No. 118, yang menyatakan bahwa tanah-tansh yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya
menjadi milik negara, yang membawa akibat terhadap rakyat perorangan yang tidak mungkin mempunyai
milik perscorangan atas tanah (Rejckiningsih. Trniana, 2011), (Parlindungan. AP, 1993)

Gmmmocgahadanyabctbagxpmafsmbahxkndengmk:kﬂmn?sﬂ33aym(3)UUDlN5
maka Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tclah memberikan tafsiran resmu kata “menguasai™
bukanlah berarti dimiliki, akan tctapi merupakan pehmpahan kewenangan publik yang memberikan
wewenang kepada Negara scbagai orgamisasi kekuasaan dan bangsa Indoncsia itu, untuk pada tingkatan
tertinggi
a.  Mengatur dan menyclenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air. dan

ruang angkasa terscbut:

b Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan
c Mcnentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan
hukum yang mengenas buma, air, dan ruang angkasa (Safiuddin, Sahnna, 2018).
Scsuai Pasal 2 ayat (4) UUPA Hak Mcnguasa: Negara terscbut pelaksanaannya dapat dikuasakan

520



dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.  Penjelasan Umum UUPA
Angka Il No. 2 menguatkan kembali bahwa Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada
scscorang atau badan hukum dengan scsuatu hak menurut peruntukan dan keperiuannya. Termasuk
menycrahkan bagian-bagian tanah terscbut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga =

Dukutscrtakannya pihak ketiga dalam mcmanfaatkan Hak Mecnguasai Negara atas tanah, didasan
pcrtimbangan bahwa pclaksanaan pembangunan nasional sclain membutuhkan ketersedizan tanah juga
mecmbutubhkan dana yang cukup besar. Kceterbatasan APBN/APBD pemenntah maupun pemernintah dacrah
mendorong pemerintah  mengoptimalkan fungs: tanah terscbut dengan mengandeng peran  investor scbagas
pemilik modal untuk melakukan pembangunan melalui model-model kerjasama salah satunya melalui model
Build Operate and Transfer/BOT.

Guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan tanah ncgara olch pihak mvestor dan klaim pihak
ketiga atas tanah, periu didukung jaminan kcpastian hak atas tanah meclalui pensertifikatan hak atas tanah
scbagaimana diatur Pasal | angka 20 Pecraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, yaitu surat tanda bukti hak scbagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang
Pokok Agraria untuk hak atas tanah hak pengclolaan. tanah wakaf. hak milik atas satuan rumah susun dan
hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Kusuma. Arja
Dadx.Rod.lrydLSahmn. 2017). Adaptmpcnda!hmnnnahmcnml’asallmgkal mecrupakan “rangkaian
kcgiatan yang dilaksanakan olch Pemerintah yang mcliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian scrta pemcliharaan data fissk dan data yundis dalam bentuk peta dan dafiar mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. termasuk pemberian surat tanda bukti haknya scbagai bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun scrta hak-hak tertentu vang
membcebaninya

L. METODOLOGI
dengan tujuan manpchmdanmcngkapmhukmkhmmkmmyangmhh
keterkaitan dengan pemanfaatan Hak Menguasai Negara atas tanah  mcelalun model BOT. Spesifikas:
penclitian deskniptif analisis scbagai suatu prosedur pemecahan masalah yang disclidiki dengan
menggambarkan objck penclitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. membuat desknpsi atau gambaran
sccara sistematis. terhadap fakta-fakta yang dischidiki (Nazir. M_. 1988). Jenis dan sumber data didasarkan
pada data sckunder yang bersumber dan bahan hukum primer scbagai bahan hukum utama meliput: peraturan
perundang-undangan dan scgala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Kedua, Bahan hukum
sckunder seperti buku-buku, jumal. hasil penclitian, yang rclevan dengan permasalahan yang akan dibahas
Ketiga, bahan hukum tersicr scbagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sckunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu tata cara penclitian yang
dilakukan dengan mengorganisastkan data. memilah-milahnya menjadi satuan data tanpa
rumus dan angka-angka

IV. HASIL DAN DISKUSI

A.  Manfaat Optimalisasi Hak Menguasai Negara Atas Tanah Melalui Model BOT Dalam

Mendukung Pembangunan Nasional

Bdmadaamnyangmmkhmmmgcmi&ngmeScmh(Bmem
Transfer/BOT) (Disecmadi, Sutra, Han, 2019), tetap: sccara empins 80T telah berkembang dalam kegiatan
ckonom: Indoncsia scrta dimplementasikan olch pemerintah maupun pemerintah dacrah  dalam
pcmbangunan infrastrukturnya. Guna Scrah scsuait  Pasal | angka 36 Peraturan Menten Dalam
Negeni Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milhik Dacrah adalah pemanfaatan
barang milik dacrah berupa tanah olch pihak lain dengan cara mendinkan bangunan dan/atau sarana bernikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan olch pthak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang telah
discpakati, untuk sclanjutnya discrahkan kembali tanah bescrta bangunan dan/atau sarana benkut fasilitasnya
sctelah berakhimya jangka waktu (Helma, Hayat, Happy. 2019).

Pcmanfaatan hak menguasal negara melalui model 807, memberikan banyak kcuntungan baik bag:
pcemernintah, investor. maupun masyakarat. Pemerintah mendapat kcuntungan baik sccara finansial maupun
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sccara administratif, karcna dapat mengurangi penggunaan dana APBN/APBD dan mengurang: dana
pinjaman dan pihak ketiga. Sccara admimstratif, studi kelayakan, proyck dibiayai dan dilaksanakan olch
dan atas nsiko mvestor, demikian pula mutu maupun kualitas hasil pembangunan dapat dipertanggung-
jawabkan. Pada akhir masa pengelolaan, pemerintah memperolch penyerahan scgala bangunan dan fasilhitas
objck BOT yang memjadi pecnambah asct pemernintah.  Pemenntahpun dapat mercalisasikan pembangunan
m&mhwyangbamnfwbaglpchymnmsyuahLmumm\blhkmpamknpm
mengurang: jumlah pengangguran melalm penycrapan temaga kerja yang bersumber dan optimalisasi
proyck BOT. Investor dapat mengambil bagian dalam pengoperasian proyck yang potensial mendatangkan
kcuntungan yang sclama ini dimonopoli olch pemerintah, memperiuas usaha ke bidang lain yang mempunya
prospck bagus dan menguntungkan, menciptakan bidang dan iklim usaha baru. scrta dapat memanfaatkan
lahan strategis yang dikuasai olch pemenntah c.q. departemen atau BUMN.

B.  Kendala vang Dihadapi Dalam Mengoptimalkan Hak Menguasai Negara Atas Tansh
Melalui Model BOT dan Penyelesaiannya

Pemanfaatan Hak Menguasai Negara atas tanah melalui model BOT. pelaksanaannya sangat
komplcks kmmmclahnuhappanbmgmpcngopmmsmnhappmyanhmymgwaknmya
cukup lama (Abbas, M.Y_, 2016), serta melibatkan banyak pihak scperti investor schagai penyandang dana,
kontraktor (pemborong) yang berperan melakukan pembangunan infrastruktur. pithak peayewa scbagai
pithak yang memanfaatkan pembangunan infrastruktur, perbankan scbagai pthak yang mendana
pembangunan infrastruktur, serta pihak asuransi yang memberikan jaminan pembangunannya (Discmadi,
Sutra, Han, 2019).

Sclain itu. menghadapi berbagai nisiko, antara lam : nsiko politik, nsiko ckonomi, nisiko pasar dan
pendapatan, nsiko overmacht, ristko wanprestasi, juga nisiko hukum scperti adanya gugatan pihak ketiga atas
tanah yang menjadi objck BOT (Haryant, Fitri. Knsnadi. Iwan. Bakara, Verawati, Y. Mmamita, 2015) Salah
satu contoh kasus gugatan para ahli wans terhadap asct tanah yang sedang menjadi  objck BOT. berdampak
mgathmbtkanhmyauxngknﬁkmpmbmgmnm)thOTuschLmijugamylmpﬂnk-
pihak yang memiliki keterhbatan dalam pembangunan proyek BOT. Olch karcna itu, guna menjamin
kepastian hukum hak atas tanah yang menjadi objck BO7T scrta perlindungan hukum kepada pihak mvestor
dalam memanfaatkan asct negara perlu dilakukan pensertipikatan atas Barang Milik Negara terscbut.

V. KESIMPULAN

Modecl BOT telah berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional melaln keterlibatan pthak
kescjahteraan hidup minimum dan  pelayanan kescjahteraan sosial. Terbatasnya sertifikasi asct negara atas
tanah, dapat menjadi salah satu hambatan kurangnya kcpastian scrta jaminan perlindungan hukum bagi
mnvestor dalam mengotimalkan asct negara.

Mengingat peran penting BOT dalam mendukung pembangunan nasional, perlu ada aturan khusus
mengatur BO7T guna jaminan kcpastian hak-hak dan kewajiban para pihak. Sclan itu, perlu percepatan proscs
scrtifikasi Barang Milik Negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah scbaga
pemegang hak atas tanah, juga pihak ketiga yang memanfaatkan asct ncgara atas tanah
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